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KEPALA DESA MAJAKERTA
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA MAJAKERTA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISAS|I PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJAKERTA KECAMATAN

WATUKUMPUL

KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJAKERTA,

:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati

Menimbang

Mengingat

Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, periu
menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Majakerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun

Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten  dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

42),

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
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Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864):

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261):

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1641);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang
Nomor 5);

12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2018
Nomor 17);
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13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor
38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);

14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020
Nomor 62);

15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020
Nomor 56);

16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020
Nomor 72);

17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 74);

18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Rincian Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020
Nomor 84);

19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 11);

20. Peraturan Desa Majakerta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Majakerta Kecamatan

Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2025 (Lembaran
Desa Majakerta Tahun 2019 Nomor 2);

21. Peraturan Desa Majakerta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul
Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Majakerta Tahun 2019 Nomor
7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Majakerta
Namqr 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Bﬁla‘“m a Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten
emalang (L 'i"??."baran Desa Majakerta Tahun 2021 Nomor 2):
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJAKERTA

dan

KEPALA DESA MAJAKERTA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA MAJAKERTA KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 3.388.634.865, -
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 777.317.943,-

b. Bidang Pembangunan Rp. 1.908.232.119,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 91.757.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 319.550.000,-
e. Bidang Tak Terduga Rp. 234.900.000,-
Jumliah Belanja Rp. 3.331.757.062. -
Surplus/Defisit Rp. 56.877.803,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 53.257.200,-

Selisih Pembiayaan (a—b) Rp. -
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini
terdiri dari:
a. Laporan Keuangan;
1. Laporan Realisasi APB Desa; dan
2. Catatan Atas Laporan Keuangan.
b. Laporan Realisasi Kegiatan;
C. Laporan Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke
Desa Majakerta

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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f_,ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
gan penempatannya dalam Lembaran Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul
Kabupaten pemalang.

Ditetapkan di Majakerta
pada tanggal 31 Januari 2022

Diundangkan di Majakerta
pada tanggal 31 Januari 2022

RRBIBSIN DARSINAH)

LEMBARAN DESA MAJAKERTA TAHUN 2022 NOMOR 1
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